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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Palembang merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia

dan telah dinobatkan sebagai Kota Metropolitan oleh Pemerintah Negara Republik

Indonesia. Palembang sejak tahun 2007 telah menjadi kota yang metropolitan dan hal

ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan penduduk di Palembang semakin pesat.

Badan Pusat Statistik Kota Palembang mencatat pada tahun 2021 jumlah penduduk

Kota Palembang sebanyak 1.686.073 jiwa. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,5

juta jiwa tentu banyak permasalah yang terjadi di Kota Palembang salah satunya

permasalahan transportasi. Permasalahan transportasi tidak hanya terjadi di

Palembang, permasalahan serupa terjadi hampir terjadi di seluruh kota-kota besar di

Indonesia bahkan dunia. Permasalahan transportasi disebabkan oleh beberapa hal

seperti urbanisasi, meningkatnya aktivitas diluar rumah, dan kurangnya sarana dan

prasarana transportasi. Tentunya permasalahan tersebut menyebabkan kemacetan,

polusi, kecelakaan, serta hal-hal lain yang tidak bisa dihindari. (Tamim, 2000)

Transportasi menjadi salah satu prioritas yang harus diperhatikan dalam

pembangunan negara, pembangunan transportasi menjadi langkah awal dalam

membangun perekonomian, sosial masyarakat, serta industrialisasi sebuah wilayah

atau negara. Transportasi menjadi alat yang penting perpindahan atau mobilitas baik

barang maupun manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu transportasi

juga berperan dalam menumbuhkan interaksi sesama masyarakat dalam satu kurun

waktu.
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Dengan beragamnya permasalahan yang terjadi pada sektor transportasi

tentunya hal ini harus segera diselesaikan mengingat sektor transportasi juga

berhubungan dengan sektor lainnya seperti sektor ekonomi dan sosial. Untuk

menyelesaikan masalah transportasi tersebut, pada tahun 1993 muncul sebuah

konsep yang bernama Transit Oriented Development (TOD) yang dikembangkan

oleh Peter Calthorpe seorang arsitek, perancang kota, dan perencana kota dari San

Fransisco, Amerika Serikat.

Transit Oriented Development (TOD) merupakan sebuah pengembangan atau

pembangunan yang mengintegrasikan desain tata ruang kota untuk menyatukan

orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik melalui konektivitas yang mudah

dengan berjalan kaki serta dekat dengan layanan angkutan umum seperti Light Rail

Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT), dan angkutan umum lainnya. Berdasarkan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Pengembangan Kawasan Berorientasi

Transit atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disingkat TOD adalah

konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai

tambah yang menitikberatkan pada integrasi antar jaringan angkutan umum massal,

dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak

bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai

pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang

sedang hingga tinggi.

Pengembangan TOD di Kota Palembang dimulai sejak tahun 2020 yang

ditandai dengan terlaksananya Rapat Pembahasan Pengembangan Kawasan TOD dan

Fasilitas Integrasi di Kota Palembang. Rapat tersebut diselenggarakan oleh Balai
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Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan dihadiri oleh Direktorat Jenderal

Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Palembang,

Dinas Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palembang, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

Pengembangan TOD di Kota Palembang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan, serta bagian dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ketiga hal itu lah yang menjadi latar belakang

kebijakan dalam pengembangan kawasan TOD di Kota Palembang.

Di Kota Palembang terdapat beberapa pilihan transportasi yang sering

digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti Light Rail Transit (LRT),

Bus Rapid Transit (BRT), Angkot Feeder LRT Musi Emas, serta angkutan sungai.

Light Rail Transit (LRT) merupakan salah satu jenis kereta api penumpang yang

beroperasi di atas permukaan jalan (elevated) yang dinilai sesuai dengan karakter

jalan raya di Indonesia. LRT dirancang memiliki jangkauan yang lebih fleksibel

dibandingkan dengan jenis kereta dalam kota yang lain. Apabila dibandingkan

dengan bus, LRT dapat memberikan pengalaman baru bagi konsumen berupa

perjalanan yang lebih halus dan nyaman, kecepatan yang lebih tinggi, anti macet, dan

kapasitas penumpang lebih besar. LRT Palembang merupakan moda transportasi

massal yang pada awalnya dibangun untuk keperluan Asian Games 2018 di

Palembang. Hingga saat ini LRT tetap menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk

bepergian di Kota Palembang. LRT mulai beroperasi mulai pukul 05.06 WIB sampai
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pukul 20.43 WIB. LRT Palembang melewati sebanyak 13 stasiun dengan jarak antar

stasiun (headway) sekitar 17 Menit. Saat ini rata-rata penumpang harian yang

menaiki LRT Palembang sebanyak 11.340 dan 12.540 untuk weekend.

Gambar 1 Peta Jaringan Transportasi UmumMassal Kota Palembang

Sumber: www.transportforjakarta.com

Selain Light Rail Transit (LRT) terdapat juga Bus Rapid Transit (BRT) dan

Angkot Feeder LRT Musi Emas yang beroperasi dan melayani masyarakat

Palembang. BRT dan Feeder di Kota Palembang hadir dengan nama TEMAN BUS

yaitu sebuah implementasi dari program buy the service yang dikeluarkan oleh

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kota Palembang menjadi layanan

yang pertama dari TEMAN BUS ini. Dalam operasionalnya, PT. Trans Musi

Palembang dipilih sebagai operator TEMAN BUS. Bus Rapid Transit ini menjadi

salah satu penunjang mobilisasi kegiatan keseharian masyarakat Kota Palembang

http://www.transportforjakarta.com
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yang juga terkoneksi dengan LRT Kota Palembang sehingga memudahkan

masyarakat dalam berpindah-pindah. Hingga saat ini BRT Kota Palembang memiliki

61 Armada dengan rute layanan di 4 Koridor dengan rute terpanjang terdapat pada

koridor 1 yaitu melayani dari Terminal Alang-alang Lebar hingga ke Ampera.

Angkutan Kota (Angkot) Feeder LRT Musi Emas melengkapi layanan angkutan

umum yang ada di Kota Palembang. Angkot Feeder hadir sebagai penunjang

wilayah-wilayah yang tidak termasuk dalam rute LRT dan juga BRT di Kota

Palembang dan dengan demikian angkutan umum di Kota Palembang semakin

terintegrasi. Saat ini terdapat sebanyak 58 unit Angkot Feeder yang beroperasi di

Kota Palembang dengan 9 koridor yang menghubungkan dari suatu wilayah ke

wilayah lain yang memiliki stasiun LRT maupun halte BRT. Dengan adanya LRT,

BRT, Angkot Feeder, serta angkutan sungai hal ini membuat Kota Palembang

menjadi percontohan ataupun role model dalam transportasi yang lengkap serta

terintegrasi di Indonesia.

Pemerintah Kota Palembang menetapkan kawasan Ampera menjadi prioritas

utama dalam mengembangkan kawasan TOD ini. Kawasan Ampera memang dapat

dikatakan memiliki berbagai fasilitas yang menunjang agar kawasan ini menjadi

kawasan TOD seperti stasiun LRT, halte BRT, dermaga, kawasan perbelanjaan, dan

tempat-tempat terjadinya aktivitas publik lainnya. Tentu dalam mengembangkan

kawasan TOD ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki serta banyak

pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Salah satu hal yang ada didepan mata dan

harus segera diperbaiki adalah fasilitas-fasilitas penunjang seperti penambahan lahan

parkir di setiap stasiun LRT, perbaikan halte-halte pemberhentian BRT,

pembangunan kembali tata ruang, pengembangan lahan kosong, serta penataan
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lingkungan kawasan TOD. Hal ini menjadi masalah-masalah yang harus segera

diselesaikan karena berhubungan langsung dengan kenyamanan masyarakat,

mendorong minat penggunaan transportasi publik yang lebih banyak, serta agar

kawasan TOD ini cepat terealisasi.

Secara empiris setelah dilakukannya observasi (pengamatan) maka yang

dilakukan Pemerintah Kota Palembang yang dalam hal ini Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang, Dinas

Perhubungan Kota Palembang, dan Dinas Pembangunan Umum dan Perumahan

Rakyat Kota Palembang perlu melakukan kolaborasi (collaborative governance)

dengan berbagai stakeholder seperti Balai Kereta Api Ringan Sumatera Selatan,

perusahan-perusahaan milik negara atau daerah, dan pihak-pihak lainnya dalam

menyelesaikan permasalahan yang ada. Ansell dan Gash (2007) menjabarkan bahwa

collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang

melibatkan secara langsung stakeholder yang berada di luar maupun dalam

pemerintahan atau negara, yang berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam

mengambil keputusan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan serta

program-program publik. Dengan demikian bisa dilihat bahwa kolaborasi antar

stakeholder yang terkait (collaborative governance) dapat mengoptimalkan

pengembangan kawasan TOD di Kota Palembang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka

tepat jika penulis mengangkat judul, “Proses Collaborative Governance dalam

Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di Kota Palembang”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka rumusan

masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Collaborative Governance dalam Pengembangan Transit

Oriented Development (TOD) di Kota Palembang?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari Proses Collaborative

Governance dalam Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di

Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis tentukan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana Proses Collaborative

Governance dalam Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di

Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat

dari Proses Collaborative Governance dalam Pengembangan Transit

Oriented Development (TOD) di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis

dan manfaat praktis, yang akan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan dan wawasan penulis serta dapat memberikan manfaat bagi
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penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Collaborative

Governance.

2. Secara Praktis, sebagai bahan masukan, saran, dan pemikiran bagi semua

pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kawasan Transit Oriented

Development (TOD) di Kota Palembang.
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